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BUPATIL CILACAP
PROVINS] JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANCG

SISTEM MANAJEMEN INFORMAS] TERINTEQRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAF,

bahwa duntuk meningkatkan tate kelola pemerintahan  yvang
transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel, perluo
dibangun sistem aplikasi vang terintegrasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1] Persturan
Pemierintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
menyehutkan bahwa dalem ranpks memningkarkan efeltivitas,
efisiensi, dan kualitas pelayvanan kepads masyarakat, Perangkat
Daerah secara beriahap menerapkan sistern informasi vang
ferintegras: dalam kabupaten, provinsi, dan Pemerintall Pusat
dengan menggunakan infrastrukiur dan aplikesi sccare berbagl
pakan,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 syat (2] Peraturan Presiden

Nomor ©5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemermtahan Berbasis
Elektronik, menyvebutkan baliwa manajemen layenan SPRE
dilakukan melalui serangkaian proses pelavanan Pengguna SPRE,
pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolann Aplikasi SPBE,
sehingpa  perlu dilalukan penyusunan Sistem  Manajemen
Informasi Terintegrasi;

. bahwa berdasarkan pertimbanpgan sebagaimans dimaksud dalam

huruf g, hurul b, dan huruf o, perlumenetapkan Peraturan Bupatd
Cilacap tentang Sistem  Manajemen Informasi  Terintegrasi
Pemerintah Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomoer 13 Tahun 1950 tentang: Pembentukan
Daerah-daeral ‘Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indenesia 1950 Nomaor 42)
Undang-Undang Nomor 28 Taliun 1999 tentang Penyvelenggara
Negura Yang Bersih dan Bebas Dart Kortipsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republilk [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negarm: Republik Indornesia Nomor 3851}
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaks Elektronil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Namar 4843);



Undang-Undang Nomor 194 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846];

5. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahzs
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimania  ielah diubah  beberopa kali  terakhir  dengan
Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-vundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Daernh (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5679

6, Peratitan Pemernteh Nomor 820 Tahun 2012 tentang
Penvelengparaan Sistem Dan Transaksi Elelwronik (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 5348);

7. Peraturan Daérmh Kabupasten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten
Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN [NFORMASI
TERINTEGRAS]I PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPR,

BAB 1
KETENTUAN LIMUNM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

1. Deershadslah Kabupaten Cilacap

2. Pemerintahen Daerah adalah  penyelenggarasn urusan  pemerintahan  oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah menuret a=as otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Hepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

4. Bupst] adalah Bupati Cilacap:

5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah dalam penyelengparaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah.

6. Unit Kerja adalah Unit Kera pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yvang memanfaatkan teknologi informas
dan komunikast untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPREE,

B. Sistem Manajemen Informasi Pemerintah Terintegrasi adalah suatu sistem
informasi  yang mt.-lIhntk_nin berbagai unit dan memiliki keterkaitan antar
subsistern sehingea dita dari satu sistem secara rutin dapat melintas menujy
atau diambil oleh, satu, atau lebih sistem vang lainnya.



9. Aplikast adalah perangkat lunak yang memanfastian kemampuan komputer
langsung untuk melakiilan suatu Tugas yang diinginkan pengguna Vang secara
arsitektur teknis dapat dibagikan penggunaannya karena kesamaan kebutuhan
fitur fungsionalitas;

10, Aplikasi SPHE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur
yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPHE

I'l. Teknologi  Informasi dan Kemunikasi vang selanjutnya disingkat TIK adalah
segala kegiatan yang terkail dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan
pemindalan informasi antar media.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Peranpkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran vang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perargkat Daerah serta
rencana pembiavaan sebagal dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah.

13. Kegiatan adalah baglan dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kera pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapalan sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dar sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdava baik yang berupa personil (sumber daye manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa aau
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input] untuk menghasilkan
keluaran (outpufidalam bentuk barang/jasa.

14 Pusar Dara adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik
dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data, dan pemuliban data.

15, Dinas adalah Dinas Kemunikasi dan Informatika Dacrah.

BAB I
MAKSUD DAN TUAJUAN

Pasal 2
Kebijakan Sistem Mansjemen [nformasi Terintegrasi  Pemerintah  Daersh
dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan, pengembangan.
pengoperasian, dan pengelolaan Aplikasi SPBE vang digunakan oleh Perangkat
Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinva.

Pagal 3
Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini
bertujian:
& mengintegrasikan Aplikasi SPBE vang digunakan oleh Perangkat Daerah agar
dapat digunakan dengan prakts; efektif, dan efisien: dan
b, meningkatkan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, berdayvaguna,
berhasilguna, dan akuntabel,

BABR I
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Kebijakan Manajemen Sistem Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah  ini
digunakan sebagal prinsip dan panduan bagi setiap unit keda di Hngkungan
Pemerintah Daerah dalam



HAB 1V
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN [INFORMAS]
TERINTEGRAS] PEMERINTAH DAERAH

Fasal 5

Perencanaan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintab Dasrah mebputi:

penataan Aplikasi SPHE vang digunakan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintah Dacrah vang depat diintegrasikan  dalam Sistem
Manajemen Informasi Terintegrasi;

penataan dan penyederhanaan produk hukum Daerah yang mengatur mengenai
Apliknsi SPHE;

penempatan  sumber daya manusia yang menangani, mengelola, dan
mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Dagrah
gesual kebutuhan dan kempetensi; dan

perencanaan, pembangunan, dan pengembanpan  Infrastrukiur TIK pada
masing-masing Perangkat- Daerah untuk diintegrasikan pada Komputer Server
yang berada pada Dinas.

Paszal ©
Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemenntah Daerah meliputi bidang-bidang sebagai
berilout :
tenaga kerja;
pendidikan;
kesehatan;
sosial;

HERESCcrPARow o rrronsan o

L.

perumabian rakyat dan pemukimarn;

pekeraan umum dan penataan ruang;

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakar;
pemberdeyaan perempuan dan anak;

pangan;

pertenahan;

lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

. pemberdayean masyarakat dan desa;

pendendahian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan;

komunikasi dan informatika;
koperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman moedal;

kepemudaan dan olahraps,
siatistika,

persandisn;

kebudayaan;

perpusatakann;

kearsipan|

perindustrian;

dd. kepegawaian, pendidikan dan pelatihnn,;

penelitian dan pengembangan,



il perencanaan; dan

gn prngelolann keuangan

hh. pengnwasan

. Pelavanan

i, bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang undengan,
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Pasal 7

Untuk percepatan penerapan. Tata Kelola SPBE Pemerintah Dasrah, setiap
Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daesrah
dan/atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah harus terintegrasi
dengan Aplikasi SPBE lain sesuai data yang digunakan,

Dalam hal data vang digunakan tidak memiliki hubungan dengan pelaksansan
tugas dan fungsi Perangkat Dacrah dan/atau Unit Kerja terkait, maka dapat
dibangun dan dikembangkan Aplikasi SPBE yang berdin sendini

BAB W
PEMGELOLAAN

Pasal B
Dinas bertangeung jawab terhadap pembangunan, pengembangan, dan
pengelolaan Sistern Manajemen Informasi Terintegeasi Pemnerintah Daerah
Dalamn pelaksansan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis yang terdini dar penanggung jawab dari
Perangkat Daerah terkait, operator, dan pejabat/pelaksana pada Perangkat
Daersh /Unit Kerjs terkait vang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengembangkan dan
melaksanakan integrase Aplikasi SPEE ke dalam Sistem Manajemen Informasi
Terintegrasi Pemerintah Daerah,
Pembanpgunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang térimtegrasi dalam
Sistem Manajemen [nformasi Terintegrasi Pemerintah Daerah herpedoman pada
Tate Kelola SPBE Pemerintah Daerah,
Perangkat Dacrah vang membidang bertanggung jawab atas data vang diinpuy
ke dalam Sistem Manajemen Informasi Terintégrasi Pemerintah Daerah

Pasal-9
Aplikasi SPBE yang berdirt sendin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat{2)
menjadi tenggung jawab Kepala Perangkat Daerah vang membidangi,
Nama dan alur pengmunaan lavanan sisiem Aplikasi SPBRE sebagaimana
dimaksud pada avat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB VI
MONITORING DAN EVALLASI

Prasal 10
Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolann sistemn manajemen informasi
tenntegrasi  dilaksanalkan secarn terpadu  oleh perangkat daesrah  yang
membldang komunikasi dan informotilon,
Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerjn yang bertanpggung jawab terhadap
Aplikasi SPBE yang berdirt sendin sebagiimann dimaksud dalam Pasal 7 avat (2},
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan masing-masing
sistem aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB NI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tangegal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cllacap
patda I.ang,gnfr;? NLY 2019
BUPATY CIZACAP,

TATTO SGWARTO PAMLLTI

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 55



